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PUTUSAN
Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Pal
> \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Andi Rifai bin Andi Akib, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Usaha.Gili i, tempat kediaman di Jalan

Kancil 3 Kelurahan Tatura Selatan,

A. Tri Anggraeni u? i Aj ngki, umur 22

gkerjaan Urusan

Pengadilan Agama t

Telah membaca dan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, Pemohon dan Termohon

melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor : 09/Kua.22.08.04/Pw.01/111/2020 tanggal 24 Maret
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2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum di
karunia anak ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2018 Pemohon dan

Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

Pemohon;

kurang lebih 2 tahun 2 bulan lama
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini
karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMER,;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Rifai bin Andi Akib) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (A. Tri Anggraeni Putri
binti Ir. Abd. Hamid Lailang Nongki) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Bahwa oleh karertgs Terniot e yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, ma 3

tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/Kua.22.08.04/Pw.01/111/2020
tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah
dicocokkan dan  sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan

dinazegelen (bukti P);
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2. Bukti Saksi.

Bukti Saksi.
1. Andi Sultan bin Andi Mustakim, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ogoamas Il
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan

Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang

menikah pada tahun 2018;

kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali
Bersama Pemohon namun Termohon tidak mau Kembali;

- Bahwa saksi pernah melihat termohon membawa laki-laki lain
sebagai pacarnya ke rumahnya di Ogoamas, dan saksi juga sering
melihat Termohon upload foto bareng laki-lain di facebook ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

- Bahwa Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
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2. Hesti Efrianti binti Salihudin, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan tenaga honorer (staf pengajar di
Universitas Tadolaku), bertempat tinggal di Jalan Kancil Lorong
Toyuge, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
kemenakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon

kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk Kembali ke
rumah namun Termohon tidak mau Kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan,
bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain,
kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan
putusannya;
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Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah
selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

resmi dan patut, namun & sak pula menyuruh orang
lain  untuk menghds 6 sedang
ketidakhadirannya tj i ' ¥NdAn yang sah, maka
Termohon harus g

diperiksa secara dan 150 R.Bg;
lan Termohon,
pada setiap pers : - A menasihati

Pemohon agar dalam rumah
tangga, sebagaima el 4 R.Bg, juncto
Pasal 82 Undang-Un i Y baddimana yang telah
diubah dan ditambah de .- pf¥ior 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undadg=badane or 50 Tahun 2009 juncto

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143
Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya
mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan

mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka
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perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan
dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil
dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara
ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk
umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

annya, Pemohon

menyatakan bahw - molfonan Pemohon

i
inggalkan tempat
f hal tersebut

kediaman bersam

Pemohon menyatakg g1 5{5%:’:‘# glfahankan rumah

tangganya dengan Ternte Hw% bggg. 4
Menimbang, bahwa ,7

tersebut dan keterangan serta penjel@asan Pemohon di muka sidang, pada

pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon
adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi karena
antara Pemohon dan Termohon alasan mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut
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dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas
dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk
memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut
disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal

dapat dianggap
dikemukakan ole ( k menjawab,

grote leugen) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk
menemukan fakta hukum tentang dalil-dalii permohonan Pemohon

sebagaimana tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang
mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti
kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 Reglement
Buiteegewesten (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang
menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk
membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi
Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

Heaills sl e azil :J16 slavs atle Al o 2N 3

ale 233l e
Artinya: "Bahwasanya Nabi rsabda: "Wajib alat bukti bagi

Pemohon, sedangk ' a alat bukti) sumpah

_ dalil-dalil
Permohonannya, Pg G | : urat (bukti P.)
dan menghadirkagii2 ; , Sch i ah diuraikan di

sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.)
serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig
en bindende bewijskracht), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya
ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga
Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (Legal

Standing) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh
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Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan
berdasarkan alat bukti P, yang menerangkan bahwa Pemohon dan
Termohon telah menikah pada tanggal 11 Maret 2018 maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki
kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (legitima
standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan

Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa qi___-____-'_‘,, ampaikan oleh saksi
pertama dan saksi kedua Pemohon Sebagaimana tersebut yang apabila
dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan
berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 Reglement
Buiteegewesten (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam

perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-
saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai
berikut:

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018 dan telah hidup
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang

ditandai dengan terjadinya perpisahan sejak lebih 2 tahun terahir ini

dan pertengkaran s fydan Termohon,
sehingga sejak 201843 Bfah pisah rumah,
maka telah terpenuhi URg ? ertengkaran yang
terjadi secara terus menedss angga Pemohon dan
Termohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi
meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara
Pemohon dan Termohon selama paling sedikit sejak empat tahun terahir
ini, serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah
putus komunikasi serta di muka sidang Pemohon menolak untusk rukun
dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan
Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan

lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus
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dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak
bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan
antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk
dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus
serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus

dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak

bahkan telah pecah yang ditg® danya unsur perpecahan
antara keduanya yaitu ag karan secara terus
menerus, adanya pisa ukunkan lagi;

berdiam seruma hidup rukun
kembali maka tel : 2lcan telah memenuhi aturan
pasal 19 (f) Peratug i anun 19%5";

huken tgisebut, di mana
rumah tangga Pemolig A dafy Pemohon sudah
berkemauan keras u i h aka memaksakan
mereka untuk tetap kembalieaia i ingl*merupakan usaha yang

sia-sia, karena jelas bukan lagi Keédamaian dan ketentraman yang
diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu
menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan
merupakan akad yag kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh
karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang
tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban
antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan

Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak
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ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah
nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan
keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan
Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menjelaskan
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana
antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan
perceraian mana telah diatue=e=lar Peraturan Pemerintah
A ukum Islam, maka
Majelis Hakim telah i Ridalil permohonan

ohon k pgrnah hadir di
sal 479 Ayat (1) R.Bg.
f

.g?»*

muka sidang mak§ ai';il(ffentuan P

Permohonan Pemoha ik%ksh&gﬁi
dika

tersebut, maka oleh karenaadak i dan sesuai pula dengan

ohonan Pemohon
ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Ondang No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis
Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon
terhadap Termohon terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang
tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
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ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

4. Membebann kepada Pe
sejumlah Rp. 296.000

bayar biaya perkara ini

'nﬁhs semb‘l-ﬁr'ﬂp I

nam ribu rupiah);

Majelis  Hakim
ber 2020 Masehi

bertepatan dengay h Dra. Tumisah
sebagai Ketua M afinoh, S.H., M.H
masing-masing s But| fliucapkan pada
hari itu juga dala Bl Majelis beserta
para Hakim Anggotg ] ppingl oleh h, S.H. sebagai
Panitera Penggany hadlrl ole l|"1'Pe tanpa hadirnya
Termohon. %‘h, iiﬂ'
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs. Samsudin, S.H. Dra. Tumisah

Hj. Muwafigoh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
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Hj. Hadijah, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 170.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam_sibtErtpiaty)
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